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Abstract
The issue of uneven religious representation within Indonesia's education system is an important area for investigation. The dominance of Islamic (madrasah) and Christian/Catholic schools at both primary and secondary levels stands in stark contrast to the few formal educational establishments dedicated to Hinduism, which are mainly represented by pasraman, having a limited and informal scope. This disparity poses significant difficulties in preserving Hindu-Balinese cultural identity in the face of swift societal transformations and population shifts. This study explores how the lack of Hindu educational representation affects the transfer of Balinese cultural values to younger generations, while also considering the challenges to local heritage posed by migration and uneven processes of acculturation. Through a descriptive-analytical approach that includes a literature review and analysis of documentation, the results indicate that structural disparities in religious education could hasten the erosion of the centuries-old Balinese cultural identity. These findings are vital for formulating multicultural education policies aimed at safeguarding the local cultures of Indonesia.
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Abstrak
Topik ketidaksetaraan dalam representasi agama di sistem pendidikan Indonesia adalah bidang penelitian yang penting. Banyaknya sekolah Islam (madrasah) dan Kristen/Katolik di tingkat dasar dan menengah sangat berbeda dengan jumlah lembaga pendidikan formal yang memfokuskan pada Hindu, yang terutama tercermin dalam keberadaan pasraman yang memiliki peran terbatas dan bersifat tidak formal. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tantangan besar untuk mempertahankan identitas budaya Hindu-Bali di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat serta pergeseran populasi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari minimnya representasi pendidikan Hindu terhadap penyampaian nilai-nilai budaya Bali kepada generasi muda, serta mengkaji ancaman terhadap warisan lokal akibat migrasi dan proses akulturasi yang tidak seimbang. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan struktural dalam pendidikan agama dapat mempercepat penurunan identitas budaya Bali yang telah ada selama berabad-abad.
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Wawasan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang multikultural demi melindungi budaya lokal Indonesia.
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identitas budaya

I. PENDAHULUAN
Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai sarana fundamental untuk menjaga warisan budaya dan spiritual masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bali, pendidikan sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan warisan budaya Hindu-Bali yang telah ada selama berabad-abad (Rudiarta, 2021).
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam representasi agama di sistem pendidikan formal di Indonesia. Informasi dari Kementerian Agama (Agama, 2022) mengungkapkan adanya perbedaan yang sangat mencolok dalam penyebaran lembaga pendidikan keagamaan. Secara nasional, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) mendominasi lebih dari 98% total institusi pendidikan agama negeri. Sebaliknya, institusi pendidikan tinggi berbasis Hindu (UHN, IAHN, STAHN) hanya mewakili kurang dari 0,1%. Bahkan, tidak terdapat sekolah negeri yang khusus menyelenggarakan pendidikan Hindu untuk jenjang dasar dan menengah dalam sistem Kementerian Agama. Ketidakseimbangan ini menimbulkan urgensi yang tinggi, yaitu ancaman besar untuk mempertahankan identitas budaya Hindu-Bali di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat serta pergeseran populasi, di mana budaya Bali berada di bawah tekanan akibat pariwisata masal, globalisasi, dan gaya hidup modern
Penelitian sebelumnya telah menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. (Suryawan, 2019)menekankan pentingnya pengajaran agama Hindu dalam membentuk karakter generasi muda Hindu. (Winanti, 2021)menyatakan bahwa pasraman memiliki potensi besar sebagai media pendidikan berakar budaya, tetapi mengalami masalah terkait legalitas dan jangkauan. (Wulandari et al., 2022) mengajukan model pendidikan spiritual berbasis pasraman sebagai alternatif holistik. Namun, penelitian sebelumnya belum mendalami secara menyeluruh pengaruh ketidaksetaraan struktural dalam representasi pendidikan Hindu terhadap transmisi nilai-nilai budaya dan kelangsungan identitas lokal. Artikel ini memberikan sudut pandang baru dengan mengulas ketidakseimbangan representasi pendidikan Hindu tidak hanya dari sisi jumlah lembaga, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap pelestarian identitas budaya lokal. Kebaruan ilmiah (Novelty) penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh tentang kaitan antara ketidaksetaraan struktural dalam pendidikan agama dengan ancaman terhadap keberlanjutan budaya Hindu-Bali di masa globalisasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: apa dampak ketidakseimbangan dalam representasi pendidikan Hindu formal terhadap penyaluran nilai-nilai budaya Hindu-Bali kepada generasi muda, dan sejauh mana kebutuhan untuk menghidupkan kembali pendidikan Hindu sebagai strategi pelestarian budaya lokal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakseimbangan dalam representasi pendidikan Hindu di Indonesia dan mengevaluasi urgensi revitalisasi lembaga pendidikan Hindu sebagai cara untuk melestarikan budaya Hindu-Bali di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi


	


II. METODE
[bookmark: _Hlk215126203]Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian perpustakaan yang mengkaji fenomena ketidakmerataan pendidikan Hindu dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber.
Subjek penelitian mencakup dokumen dan sumber informasi yang relevan dengan pendidikan agama Hindu di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Variabel yang diidentifikasi meliputi: (1) jumlah serta distribusi lembaga pendidikan keagamaan, (2) kebijakan pendidikan agama, (3) dampak terhadap penyebaran budaya, dan (4) strategi revitalisasi pendidikan Hindu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pencatatan data dan template analisis konten untuk menemukan informasi yang relevan dari masing-masing sumber. Sumber data primer mencakup regulasi pemerintah seperti Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJ. V/4/2015, data statistik dari Kementerian Agama tahun 2022, dan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi. Sumber data sekunder terdiri dari artikel dari media online terpercaya serta
laporan penelitian yang relevan.
Proses analisis data dilakukan melalui tiga langkah: (1) reduksi data dengan memilih informasi yang sesuai berdasarkan rumusan masalah, (2) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik, (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Keandalan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi dan memverifikasi data statistik dari sumber yang resmi.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan pada data sekunder serta tidak adanya observasi lapangan secara langsung. Meski demikian, penggunaan sumber data resmi dan jurnal terakreditasi menjamin validitas temuan dari penelitian ini.

III. PEMBAHASAN
3.1 Ketimpangan Representasi Pendidikan Hindu dalam Sistem Nasional

\Gambar 1.
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Tabel 1. Distribusi Lembaaga Pendidikan Keagamaan Negeri di Indonesia (2022)
	No
	Jenis Institusi
	Jumlah
	Presentase%

	1
	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)
	1.818
	40,98%

	2
	Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
	1.615
	36,41%

	3
	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
	955
	21,53%

	4
	Universitas Islam Negeri (UIN)
	23
	0,52%

	5
	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	21
	0,47%

	6
	STAHN Mpu Kuturan Singaraja
	2
	0,05%

	7
	Institut Agama Hindu Negeri (IAHN)
	2
	0,04%

	8
	Universitas Hindu Negeri (UHN)
	1
	0,02%


Sumber: Kementrian Agama RI (2022)
Data yang disajikan dalam Gambar 1 dan Tabel 1 menunjukkan ketimpangan signifikan dalam representasi institusi pendidikan keagamaan di Indonesia. Madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) mendominasi lebih dari 98% total institusi pendidikan agama negeri di Indonesia. Sebaliknya, institusi pendidikan berbasis Hindu seperti Universitas Hindu Negeri (UHN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) hanya mewakili kurang dari 0,1%. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan jumlah institusi yang timpang, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan dalam perhatian negara terhadap pendidikan berbasis agama minoritas.
Di Bali, realitas ini menjadi lebih kontras. Meskipun lebih dari 80% penduduk Bali beragama Hindu, data menunjukkan bahwa provinsi ini tetap memiliki jumlah madrasah negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah berbasis Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas pemeluk agama tidak serta-merta berbanding lurus dengan ketersediaan institusi pendidikan agama yang representatif. Minimnya lembaga pendidikan Hindu formal di Bali memperlihatkan bahwa struktur pendidikan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan representasi agama.
Ketimpangan ini juga mencerminkan minimnya political will dalam menjadikan pendidikan Hindu sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks kebijakan, tidak adanya sekolah negeri berbasis Hindu untuk jenjang dasar dan menengah mengindikasikan absennya afirmasi terhadap hak pendidikan berbasis agama minoritas. Padahal, berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor DJV/4/2015, telah ada regulasi mengenai tata cara pendirian pasraman formal. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan karena hambatan administratif, pembiayaan, dan keterbatasan yayasan penyelenggara yang sesuai syarat hukum.
Perbandingan juga dapat dilakukan dengan daerah lain yang memiliki proporsi agama minoritas, seperti Kristen di Papua atau Katolik di Flores. Di daerah-daerah tersebut, sekolah berbasis agama lokal lebih mudah ditemukan, dan dalam banyak kasus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga keagamaan besar. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara benar-benar hadir dalam menjamin hak pendidikan berbasis keyakinan lokal, khususnya Hindu di Bali.







3.2 Dampak Minimnya Representasi terhadap Transmisi Nilai Budaya Hindu-Bali
Minimnya pendidikan Hindu yang formal berdampak langsung pada cara nilai-nilai budaya Hindu-Bali ditransmisikan kepada generasi muda. Menurut (Winanti, 2021), pasraman sebagai bentuk pendidikan nonformal sangat penting bagi pembentukan karakter dan spiritualitas, tetapi keterbatasan dalam legalitas, standar kurikulum, dan akses menjadikan pasraman kurang efisien sebagai sarana utama untuk pendidikan agama (Suda, 2017 ; Winanti,2021) . Laporan Bali Express (Doktrinaya, 2022)melaporkan bahwa ada 37 pasraman formal dan 30 nonformal di Bali, dengan distribusi yang tidak merata dan belum mencakup semua kabupaten dan kota.
Ketidakseimbangan ini tidak hanya memengaruhi kesempatan belajar agama, tetapi juga berimplikasi pada penurunan praktik budaya yang sebelumnya diwariskan melalui pendidikan tradisional. Dalam sistem formal, pelajaran Agama Hindu hanya diberikan secara terbatas, tanpa memberikan ruang untuk eksplorasi mengenai filosofi, seni, dan sastra Hindu-Bali secara menyeluruh. Situasi ini mengakibatkan hilangnya pemahaman budaya di kalangan remaja Hindu Bali, yang lebih terpapar pada nilai-nilai modern dan global dibandingkan nilai-nilai lokal.
Kondisi ini memperburuk kemungkinan terjadinya erosi budaya, terutama dengan tidak adanya jaminan dalam kurikulum yang secara sistematis mentransmisikan nilai-nilai Hindu- Bali. (Agung, I.G., 2020) menunjukkan bahwa budaya Bali mengalami tekanan akibat pariwisata, urbanisasi, dan globalisasi. Jika hal ini tidak diimbangi dengan pendidikan berbasis nilai budaya, dikhawatirkan generasi muda akan kehilangan jati diri mereka. (Hapsari & Divanovena, 2023) juga menegaskan bahwa inisiatif seperti literasi lontar atau festival budaya belum cukup untuk menggantikan peran penting lembaga pendidikan formal dalam menjaga kesinambungan budaya.
Dalam konteks ini, mendirikan pasraman formal dengan kurikulum terstruktur serta tenaga pengajar yang bersertifikat dapat menjadi solusi untuk menjamin keberlangsungan nilai-nilai lokal. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana kognitif, tetapi juga sebagai platform untuk membentuk identitas dan melestarikan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, transformasi pasraman menjadi institusi yang setara dengan sekolah umum harus segera menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan pusat.
3.3 Revitalisasi Pendidikan Hindu sebagai Respon Strategis
Dalam menghadapi tantangan ini, pentingnya menghidupkan kembali pendidikan Hindu menjadi sangat relevan. Pendidikan Hindu tidak cukup hanya bergantung pada pasraman sebagai lembaga nonformal. Diperlukan perubahan struktur pasraman menjadi sekolah formal yang diakui oleh negara dengan kurikulum yang terpadu.(Wilantara, 2024) menyatakan bahwa perlu dibangun kembali komunikasi budaya yang kuat melalui pendidikan untuk mengembalikan identitas lokal dalam ruang publik dan pendidikan.
Revitalisasi dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta lembaga adat dan yayasan Hindu. Usaha ini harus mencakup penguatan status hukum pasraman, pengembangan kurikulum standar yang berbasiskan Hindu-Bali, dan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang pendidikan Hindu. Pemerintah juga perlu memperluas kesempatan untuk pendidikan Hindu dengan mendirikan sekolah negeri yang berbasis Hindu, terutama di provinsi dengan jumlah penduduk Hindu yang mayoritas seperti Bali.
Di samping itu, sangat penting untuk mendorong keterlibatan komunitas Hindu dan desa adat dalam pengembangan pendidikan Hindu formal. Dalam struktur sosial Bali, desa adat

memiliki kekuasaan budaya dan potensi ekonomi yang bisa digunakan untuk memperkuat sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai lokal. Keterlibatan desa adat tidak hanya memperkuat keabsahan sosial lembaga pendidikan, tetapi juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas dalam merancang kurikulum yang relevan dan kegiatan pembelajaran berbasis budaya.
Dengan demikian, pendidikan Hindu seharusnya dilihat tidak hanya sebagai bagian dari sistem keagamaan, melainkan sebagai alat strategis untuk melestarikan warisan budaya lokal yang semakin terancam oleh arus modernisasi dan penyamaan nilai-nilai global.
3.4 Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Hindu
Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memperkuat pendidikan agama Hindu, khususnya di Bali yang merupakan wilayah mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selain menjalankan fungsi regulasi dan penganggaran, peran ini juga melibatkan penguatan kerja sama antarsektor, termasuk dengan organisasi keagamaan, lembaga swasta, dan komunitas adat. Pendidikan Hindu tidak bisa dibangun hanya secara top-down, tetapi memerlukan dukungan dari masyarakat lokal.
(Suryawan, 2019) dalam studinya menekankan pentingnya pendidikan agama Hindu sebagai alat untuk mengembangkan sumber daya manusia Hindu yang berkarakter dan bermoral baik. Nilai-nilai seperti sraddha dan bhakti kepada Tuhan serta prinsip Tri Kaya Parisudha menjadi dasar pendidikan yang membentuk etika dan integritas generasi mendatang. Menurut penelitiannya, pendidikan Hindu harus dapat menanggapi tantangan globalisasi sambil tetap menjaga akar budaya dan spiritualnya.
Pendidikan Hindu bisa diperkuat melalui kerjasama antara lembaga formal seperti sekolah dan universitas Hindu serta lembaga nonformal seperti pasraman dan desa adat. Di samping itu, pendidikan informal di lingkungan keluarga juga harus diperkuat sejalan dengan konsep Guru Rupaka. Desa adat sebagai entitas sosial tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses belajar agama melalui pemanfaatan sumber daya lokal, infrastruktur, dan pembinaan calon pendidik.
Peran pemerintah daerah juga bisa diperkuat dengan menerbitkan regulasi daerah (Perda) atau kebijakan afirmatif untuk mendirikan dan mendukung pasraman formal. Integrasi kurikulum Hindu yang lebih kuat dalam sistem pendidikan provinsi, terkhusus dalam konteks muatan lokal, bisa menjadi solusi yang baik antara modernitas dan pelestarian budaya.
Dengan melibatkan semua pihak terkait, pendidikan Hindu akan menjadi sebuah ekosistem kolaboratif yang tidak hanya menghasilkan lulusan akademis, tetapi juga generasi muda yang memiliki kesadaran budaya, religiositas, dan mampu menjaga identitas Hindu-Bali di tengah perubahan zaman.
3.5 Komparasi Representasi Pendidikan Hindu dengan Agama Minoritas Lain di Indonesia
Ketidaksetaraan dalam representasi pendidikan Hindu menjadi semakin terlihat saat dibandingkan dengan agama minoritas lainnya di Indonesia, seperti Kristen dan Katolik. Di beberapa wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara, terdapat banyak lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Kristen dan Katolik, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi. Sekolah-sekolah Katolik dan Kristen di area tersebut tidak hanya ada, tetapi juga telah terhubung dengan sistem pendidikan nasional dengan akreditasi yang kuat dan dukungan institusi yang solid.

Sementara itu, pendidikan formal Hindu hingga saat ini masih sangat jarang dan belum berkembang secara merata, bahkan di Bali yang merupakan pusat komunitas Hindu terbesar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi pendidikan agama minoritas di Indonesia tidak hanya tergantung pada jumlah penganutnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan organisasi keagamaan, cara-cara advokasi pendidikan, dan dukungan dari pemerintah daerah.
Perbandingan ini menekankan bahwa perkembangan pendidikan agama Hindu masih kalah dalam hal jumlah, legalitas, dan infrastruktur kelembagaan. Padahal, dalam konteks masyarakat yang beragam, seharusnya semua agama mendapatkan perlakuan yang sama dalam akses pendidikan. Maka dari itu, penting bagi lembaga Hindu, baik yang formal maupun tradisional, untuk mengambil pelajaran dari strategi sukses lembaga Katolik dan Kristen dalam mengembangkan pendidikan berbasis agama. Kerjasama antara komunitas Hindu, akademisi, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan agar pendidikan Hindu tidak tertinggal lebih jauh di tengah persaingan yang semakin ketat antara lembaga pendidikan agama.


IV. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya keberadaan pendidikan Hindu formal di Indonesia adalah masalah struktural yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun Bali memiliki populasi Hindu terbesar, keberadaan lembaga pendidikan Hindu formal dari tingkat dasar hingga menengah sangat minim jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan agama lainnya (seperti madrasah atau sekolah Kristen/Katolik). Situasi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan agama tidak hanya dipengaruhi oleh demografi, tetapi juga oleh aspek kebijakan, institusi, dan minimnya dukungan negara. Kurangnya institusi pendidikan Hindu secara langsung mempengaruhi proses penanaman nilai-nilai budaya Hindu-Bali kepada generasi muda, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan identitas budaya lokal di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi. Pasraman sebagai bentuk pendidikan nonformal belum mampu menggantikan peran pendidikan formal yang terstruktur dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan Hindu menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, tidak hanya melalui penguatan status pasraman, tetapi juga melalui kerjasama strategis antara pemerintah daerah, desa adat, dan lembaga keagamaan. Selanjutnya, perbandingan dengan agama minoritas lain di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Hindu dipengaruhi oleh lemahnya strategi kelembagaan dan dukungan kebijakan. Maka, pendidikan Hindu perlu diubah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dengan pendekatan yang lebih inklusif, representatif, dan fokus pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang sangat mendalam dalam masyarakat Hindu-Bali.
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